BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

Menimbang :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

a. bahwa dalam pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdapat tambahan
alokasi dana dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi, Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Kinerja dan Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan
Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah Nomor 906/5426 /Keuda dan ketentuan Pasal 18 ayat
(3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019,
alokasi dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk Satuan
Pendidikan Dasar Negeri pada APBD Kabupaten TA. 2019 dan
alokasi Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran
Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang
Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam
Perubahan APBD TA. 2019 dengan melakukan Perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
TA. 2019;

c. bahwa dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai
Negeri Sipil terdapat kekurangan anggaran pada beberapa
Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga diperlukan
penyesuaian dengan melakukan pergeseran anggaran antar
rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;




Mengingat
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036); sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor };

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 166/PMK.07/2019
tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran
Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang
Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan lembaran Daerah Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 15j;

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor, 31);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 31) diubah
sebagai berikut :

Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
setelah perubahan semula berjumlah Rp.1.519.378.625.000
bertambah sejumlah Rp.7.071.605.000,00 sehingga menjadi
Rp.1.526.450.230.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.439.712.587.000,00
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 7.071.605.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah —
Perubahan Rp. 1.446.784.192.000,00
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp 1.492.378.625.000,00
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 7.071.605.000,00
Jumlah Belanja Setelah -
Perubahan Rp. 1.499.450.230.000,00
Surplus/ (Defisit) Rp. (52.666.038.000)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula Rp. 120.684.822.000,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Setelah Perubahan Rp. 120.684.822.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan
1). Semula Rp. 27.000.000.000,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 27.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto
setelah perubahan Rp. 93.684.822.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran
Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp. 41.018.784.000,00

Lampiran [, Lampiran II (SKPD : Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan; Dinas Kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas
Perikanan; Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 18 Desember 2019
BUPATI, KOTAWARINGIN BARAT,

22072%

NURHIDAYAH
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Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

=

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TAHUN 2019 NOMOR 52
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